
 

  
KAK PENYEDIAAN DUKUNGAN PEMASANGAN MARKA JALAN

Urusan
Pemerintahan

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Perangkat
Daerah / OPD

: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Bidang / Balai : Balai Pengelola Sarana Prasarana Pehubungan Wilayah II Kelas B
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)
Indikator Program: Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan

Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ( 50.00 % ).
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Indikator Kegiatan: Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B (

10 Lokasi ).
Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Indikator Sub
Kegiatan

:   1. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah II
Kelas B) ( 0 Buah ).
  2. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah II Kelas B)
( 0 Buah ).
  3. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah II Kelas B)
( 0 Unit ).
  4. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah II Kelas B) (
10000 m ).
  5. Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya
(BPSPP Wilayah II Kelas B) ( 0 Unit ).

A. Latar Belakang

  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan     Jalan pasal 25 ayat 1 huruf b dan pasal 26 ayat 1 huruf
b.

b. Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

d. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 ayat 26 huruf b dan pasal 27 ayat 3
e. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 Organisasi Dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah

2. Gambaran Umum



          Balai Pengelola Sarana Prasaran Perhubungan Wilayah II Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah adalah Balai tipe B di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu di bidang bidang lalu lintas dan angkutan dengan wilayah
kerja lima Kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara,
Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
          Sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berupa Rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat
penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan
pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ lainnya. Untuk Pembagian
kewenangan penyediaan perlengkapan jalan sesuai dengan Undang-undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk Pemerintah Provinsi
melakukan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. Hal tersebut juga sesuai
dengan Tupoksi dari BPSPP wilayah tepatnya pada seksi lalu lintas dengan tugas
yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dengan
salah satu fungsinya yaitu menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak,
pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta
penyediaan perlengkapan jalan pada jalan provinsi.
        Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas
permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk
mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

3. Alasan Kegiatan

         BPSPP Wilayah Kelas B memiliki wilayah kewenangan penyediaan
perlengkapan jalan salah satunya marka jalan dengan total wilayah kewenangan
332,39 km. Kondisi saat ini masih diperlukan kebutuhan marka jalan pada Ruas Jalan
Provinsi karena beberapa ruas jalan kondisi saat ini marka yang terpasang sudah
pudar/aus. 

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Kegiatan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

2. Tujuan Kegiatan

Penyediaan Dukungan Pemasangan Marka Jalan

C
.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

  1. Metode Pelaksanaan



2. Tahapan Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Tempat Penyediaan Dukungan Pemasangan Marka Jalan yaitu di Wilayah Kerja BPSPP
Wilayah IIKabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang
dan Kabupaten Blora

D
.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

  1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Lalu Lintas



2. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pengguna Anggaran serta
Pejabat Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk berdasarkan SK kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

3. Penerima Manfaat

Pengguna jalan pada Ruas Jalan Provinsi dan masyarakat di sekitar Ruas Jalan
Provinsi yang berada di wilayah Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan
Wilayah II Kelas B

E. Jadwal Kegiatan

  1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 364 hari dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31
Desember 2023

2.  Matriks Pelaksanaan Kegiatan



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I

19710914 199703 1 006
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  Mengetahui.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku
Pengguna Anggaran
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KAK PENGADAAN BAHAN MATERIAL MARKA JALAN

Urusan
Pemerintahan

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Perangkat
Daerah / OPD

: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Bidang / Balai : Balai Pengelola Sarana Prasarana Pehubungan Wilayah III Kelas A
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)
Indikator Program: Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan

Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ( 62.50 % ).
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Indikator Kegiatan: Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A (

10 Lokasi ).
Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Indikator Sub
Kegiatan

:   1. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (BPSPP Wilayah III
Kelas A) ( 0 Buah ).
  2. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (BPSPP Wilayah III Kelas A)
( 0 Buah ).
  3. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (BPSPP Wilayah III Kelas A)
( 0 Unit ).
  4. Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (BPSPP Wilayah III Kelas A) (
10000 m ).
  5. Jumlah ruas jalan provinsi yang terdata fasilitas perlengkapan jalannya
(BPSPP Wilayah III Kelas A) ( 0 Unit ).

A. Latar Belakang

  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pasal 25 ayat 1 huruf b dan pasal 26 ayat 1 huruf b.
b. Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);
d. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 ayat 26 huruf b dan pasal 27 ayat 3
e. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 TAHUN 2018 Organisasi Dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berupa Rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat



penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan
pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ lainnya. Untuk Pembagian
kewenangan penyediaan perlengkapan jalan sesuai dengan Undang-undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk Pemerintah Provinsi
melakukan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. Hal tersebut juga sesuai
dengan Tupoksi dari BPSPP wilayah tepatnya pada seksi lalu lintas dengan tugas
yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dengan
salah satu fungsinya yaitu menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak,
pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta
penyediaan perlengkapan jalan pada jalan provinsi. Marka Jalan adalah suatu tanda
yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan
atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta
lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah
kepentingan lalu lintas.

3. Alasan Kegiatan

BPSPP Wilayah III Kelas A memiliki wilayah kewenangan penyediaan perlengkapan
jalan salah satunya marka jalan dengan total wilayah kewenangan 506,78 km. Kondisi
saat ini masih diperlukan kebutuhan marka jalan pada Ruas Jalan Provinsi di wilayah
BPSPP Wilayah III yang merupakan prioritas karena kondisi saat ini marka yang
terpasang sudah pudar/aus

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Kegiatan

Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi

2. Tujuan Kegiatan

Pengadaan bahan material marka jalan

C
.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

  1. Metode Pelaksanaan

2. Tahapan Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III, Jl. Slamet Riyadi No.2
Surakarta  



D
.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

  1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan sebagaimana SK No 800/013 tanggal  2 Januari 2023 tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah III Tahun Anggaran 2023

2. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

3. Penerima Manfaat

Pengguna jalan pada Ruas Jalan Provinsi dan Masyarakat di sekitar ruas jalan
provinsi yang berada di wilayah BPSPP Wilayah III Kelas A

E. Jadwal Kegiatan

  1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 60 hari dari tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 30
September 2023

2.  Matriks Pelaksanaan Kegiatan

  Mengetahui.
KEPALA BALAI PENGELOLA SARANA

PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III
Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

RISYANTO WAHYU WIDODO, ATD
Pembina
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KAK PELAKSANAAN PELAYANAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU DI

BPSPP WILAYAH III

Urusan
Pemerintahan

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Perangkat
Daerah / OPD

: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Bidang / Balai : Balai Pengelola Sarana Prasarana Pehubungan Wilayah III Kelas A
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)
Indikator Program: Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola

Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ( 52.03 % ).
Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang

Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan: Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu

lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A ( 22 Kegiatan ).
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa

Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Indikator Sub
Kegiatan

:   1. Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP
Wilayah III Kelas A ( 11 Lokasi ).

A. Latar Belakang

  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintnas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 587)

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 69);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 25);

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Nomor 22);

 

2. Gambaran Umum



Dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu
lintas pada ruas jalan selama periode masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru
yang memiliki arus lalu lintas tinggi menyebabkan perlu adanya pelayanan posko
angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

Kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas merupakan permasalahan yang sering
timbul terutama pada masa angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru secara umum
dan di wilayah kerja BPSPP Wilayah III pada khususnya, hal ini disebabkan karena
secara kewilayahan kondisi geografis wilayah kerja BPSPP Wilayah III didominasi
oleh alinyemen tanjakan, turunan dan tikungan dan merupakan jalur penghubung
utama.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2018 tentang Tupoksi BPSPP Wilayah III Kelas A dengan tugas yaitu
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
Dinas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dengan fungsinya yaitu menyiapkan
pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
dan menyiapkan fasilitasi pengaturan dan pengendalian lalu lintas akibat kemacetan
dan bencana alam.

3. Alasan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru
merupakan bentuk upaya pencegahan serta meminimalisir tingkat kemacetan dan
kecelakaan lalu lintas yang sering timbul pada masa angkutan Lebaran, Natal dan
Tahun Baru secara umum dan di wilayah kerja BPSPP Wilayah III Kelas A

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Kegiatan

Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi

2. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru di BPSPP
Wilayah III

C
.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

  1. Metode Pelaksanaan



2. Tahapan Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah III Kelas A

D
.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

  1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan sebagaimana SK No 800/013 tanggal  2 Januari 2023 tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah III Tahun Anggaran 2023

2. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

3. Penerima Manfaat

Pengguna layanan angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun
Baru serta Masyarakat di Wilayah Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan
Wilayah III kelas A

E. Jadwal Kegiatan

  1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 364 hari dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31



Desember 2023

2.  Matriks Pelaksanaan Kegiatan

  Mengetahui.
KEPALA BALAI PENGELOLA SARANA

PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III
Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran

RISYANTO WAHYU WIDODO, ATD
Pembina
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KAK JUMLAH STUDI/KAJIAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN AGLOMERASI- STUDI

PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG

Urusan
Pemerintahan

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Perangkat
Daerah / OPD

: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Bidang / Balai : Bidang Angkutan Jalan
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)
Indikator Program: Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis ( 42.86 % ).
Kegiatan : Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang

Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

Indikator Kegiatan: Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani ( 5 Trayek ).
Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan

Perkotaan Kewenangan Provinsi
Indikator Sub
Kegiatan

:   1. Jumlah Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan balai transportasi
Jateng ( 0 Paket ).
  2. Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi ( 1 Dokumen ).
  3. Jumlah Studi Review Maseterplan sistem angkutan massal ( 0 Dokumen ).

A. Latar Belakang

  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

1. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 69);

2. Gambaran Umum

Penyediaan dan pelayanaan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu

tanggungjawab pemerintah. Di dalam penyediaan layanannya Pemerintah baik Pusat,

Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah menerapkan angkutan massal dengan

menggunakan pelayanan berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Pengembangannya

sejauh ini dapat dinilai mampu memberikan langkah positif di dalam peningkatan

angkutan umum massal perkotaan. Dalam pengembangan angkutan umum perlu

diketahui besaran tingkat kemampuan membayar (ability to pay (ATP)) dan kemauan

membayar (willingness to pay (WTP)) dari masyarakat sebagai subyek pengguna

angkutan umum massal perkotaan



Proses untuk mewujudkan angkutan BRT yaitu, dengan dilakukan studi

penyusunan Ability To Pay dan Willingness To Pay (ATPWTP). Untuk itu dalam

pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan Wilayah Purwomanggung maka

dapat disusun Studi Ability To Pay dan Willingness To Pay (ATPWTP) pada

Koridor Solo – Wonogiri. 

3. Alasan Kegiatan

untuk mengetahui gambaran kemampuan dan kemauan masyarakat membayar
untuk angkutan aglomerasi perkotaan pada Koridor Solo – Wonogiri pada
Wilayah Subosukowonosraten

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Kegiatan

Maksud Penyusunan studi penyusunan Ability To Pay dan Willingness To

Pay (ATPWTP)  Angkutan Aglomerasi Perkotaan Wilayah Subosukowonosraten yaitu

mengetahui gambaran kemampuan dan kemauan membayar untuk angkutan

aglomerasi perkotaan pada Koridor Solo – Wonogiripada

Wilayah Subosukowonosraten

2. Tujuan Kegiatan

Adapun Tujuan Penyusunan Ability To Pay dan Willingness To Pay (ATPWTP)  Bus

Rapid Transit Koridor Prioritas antara lain dijabarkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pergerakkan masyarakat di Wilayah Subosukowonosraten;

2. Untuk mengetahui besaran tingkat kemampuan membayar (ATP) masyarakat

di Wilayah Subosukowonosraten;

3. Untuk mengetahui besaran tingkat kemauan membayar (WTP) masyarakat di

Wilayah Subosukowonosraten;

4. Untuk menentukan besaran tarif Bus Rapid Transit yang sesuai dengan ATP

dan WTP masyarakat di Wilayah Subosukowonosraten

C
.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

  1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan Studi Penyusunan Ability To Pay/Willingness To Pay (ATP/WTP) Bus Rapid
Transit Koridor Solo – Wonogiri   Wilayah Subosukowonosraten dilaksanakan dengan
menggunakan jasa konsultansi pihak ketiga yang berpengalaman dibidang transportasi
atau bidang sejenis

2. Tahapan Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Studi Penyusunan Ability To Pay/Willingness To Pay (ATP/WTP) Bus Rapid
Transit Koridor Solo – Wonogiri   Wilayah Subosukowonosraten 

D
.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

  1. Pelaksana Kegiatan

        



Pelaksana kegiatan sebagaimana SK Pelaku Pengadaan yang terdiri dari 

PA : Henggar Budi Anggoro, ST.
MT

KPA : Heribertus Slamet Widodo
Tim Teknis : Rita Toba, SE, MM
  Zuhanifah, SE
  Dessy Intan Sari, S.S.T (TD)
Tim Penyusun HPS : Waskito Dihantono, S.Ipem,

MM
  Heldayanti, SE
  Hudiyah Ariestiani, SH
Tim Peneliti Kontrak : Waskito Dihantono, S.Ipem,

MM
  Heldayanti, SE
  Hudiyah Ariestiani, SH

2. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggung jawab pada Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan  Perkotaan
untuk Angkutan Perkotaan  Kewenangan Provinsi adalah Kuasa Pengguna
Anggaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah

3. Penerima Manfaat

a. Bagi Unit Kerja

Mendukung capaian kinerja indikator SSK dengan perencanaan teknis dan anggaran
yang baik serta terlaksananya kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan  Kewenangan Provinsi;

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Studi ini mengetahui kemampuan dan kemauan masyarakat
membayar angkutan aglomerasi perkotaan pada koridor solo - wonogiri  

E. Jadwal Kegiatan

  1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 150.95833333333 hari dari tanggal 30 Januari 2023 sampai
dengan 30 Juni 2023

2.  Matriks Pelaksanaan Kegiatan

  Mengetahui.
KABID ANGKUTAN JALAN

Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

HERIBERTUS SLAMET WIDODO, ATD, MM
Pembina Tingkat I



 

  
KAK PENGADAAN SPAREPART LPJU

Urusan
Pemerintahan

: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Perangkat
Daerah / OPD

: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Bidang / Balai : Balai Pengelola Sarana Prasarana Pehubungan Wilayah II Kelas B
Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(LLAJ)
Indikator Program: Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan

Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ( 50.00 % ).
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Indikator Kegiatan: Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP

Wilayah II Kelas B ( 9 Km ).
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Indikator Sub
Kegiatan

:   1. Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan yang dilibatkan
dalam mempertahankan fungsi perlengkapan jalan (BPSPP Wilayah II Kelas B) (
52 Orang ).
  2. Jumlah Penggantian LPJU (BPSPP Wilayah II Kelas B) ( 40 Unit ).

A. Latar Belakang

  1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintnas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) pasal 25 ayat 1 huruf d dan pasal 26 ayat 1
huruf b;
b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pasal 26 huruf d dan pasal 27 ayat 3 huruf b; 
d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan
Jalan;
e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi
danTata Kerja Uni Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Gambaran Umum

          Balai Pengelola Sarana Prasaran Perhubungan Wilayah II Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah adalah Balai tipe B di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu di bidang bidang lalu lintas dan angkutan dengan wilayah
kerja lima Kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara,
Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.
          Sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi



dengan perlengkapan jalan berupa Rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat
penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan
pengaman jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ lainnya. Untuk Pembagian
kewenangan penyediaan perlengkapan jalan sesuai dengan Undang-undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu untuk Pemerintah Provinsi
melakukan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. Hal tersebut juga sesuai
dengan Tupoksi dari BPSPP wilayah tepatnya pada seksi lalu lintas dengan tugas
yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dengan
salah satu fungsinya yaitu menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak,
pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta
penyediaan perlengkapan jalan pada jalan provinsi.
    Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk
memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
 

3. Alasan Kegiatan

        BPSPP Wilayah II Kelas B memiliki wilayah kewenangan penyediaan
perlengkapan jalan salah satunya alat penerangan jalan dengan total wilayah
kewenangan 332,39 km. Kondisi saat ini masih diperlukan kebutuhan perbaikan alat
penerangan jalan pada ruas jalan provinsi di wilayah Kerja BPSPP Wilayah II untuk
menjaga fungsi alat penerangan jalan berfungsi dengan baik

B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Kegiatan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

2. Tujuan Kegiatan

Pengadaan Sparepart LPJU

C
.

Cara Pelaksanaan Kegiatan

  1. Metode Pelaksanaan

2. Tahapan Kegiatan

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sparepart LPJU di BPSPP Wilayah II yaitu
di Kantor Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II, Jl. P. Sudirman
Nomor 52 Pati



D
.

Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

  1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Lalu Lintas

2. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pengguna Anggaran serta
Pejabat Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditunjuk berdasarkan SK kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

3. Penerima Manfaat

Pengguna jalan pada Ruas Jalan Provinsi dan masyarakat di sekitar Ruas Jalan
Provinsi yang berada di wilayah Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan
Wilayah II Kelas B

E. Jadwal Kegiatan

  1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 90 hari dari tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

2.  Matriks Pelaksanaan Kegiatan

  Mengetahui.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku
Pengguna Anggaran

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I

19710914 199703 1 006
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